PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang . a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

Mengingat

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum perlu
disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Jasa Umum;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok—Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);



6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

10.Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

14.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

16.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



17.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

18.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

19.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

20.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

21.Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

23.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

24.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

25.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

26.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);



27.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

28.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

29.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

30.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

31.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

32.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

33.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3050);

34.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif
Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986
(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3329)

35.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

36.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan
Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-
syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3283);



37.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan
dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

38.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);

39.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3529);

40.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3530);

41.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

42.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

43.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

44.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3866);

45.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian
Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

46.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);



47.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3981);

48.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

49.Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

50.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

51.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

52.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

53.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4772);

54.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

55.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

56.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern;



57.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

58.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;

59.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan
Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;

60.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/KPTS/1985
tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan pada
Bangunan Gedung;

61.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 560/MENKES/PER/VII1/1989
tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan
Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporannya dan Tata Cara
Penanggulangan Seperlunya;

62.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 63 Tahun 1993
tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan
Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan
Bak Muatan serta Komponen-komponennya,;

63.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 71 Tahun 1993
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

64.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 93A/MENKES/SKB/Il 1996, Nomor 17 Tahun
1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

65.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 20 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
30/PER/M.KOMINFO/09/2008;

66.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat;

67.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 9 Tahun 2004
tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

68.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

69.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan
dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

70.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan
Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor
07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009;
Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan
Pengunaan Bersama Menara Telekomunikasi.



71.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-
DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

72.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50M-
DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana
Teknis Metrologi Legal,

73.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2002
tentang Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat
Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian
Barang dalam Keadaan Terbungkus;

74.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan
Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;

75.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/C);

76.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

77.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Nomor 4/ E Tahun 2002);

78.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menetapkan

dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kepala Daerah adalah Bupati Malang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu
di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Malang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi
daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan
retribusi tertentu.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Waijib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan
pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan pembinaan peran-serta
masyarakat dalam bidang kesehatan, disamping memberikan pelayanan secara
menyeluruh dan terpadu dalam bentuk kegiatan pokok bidang kesehatan kepada
masyarakat di wilayah.

Puskesmas Pembantu adalah Unit Penunjang dari Puskesmas yang bersifat
sederhana dan serbaguna.

Puskesmas Keliling adalah kegiatan Puskesmas yang mempunyai tujuan untuk
memperluas dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan
oleh Puskesmas.
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Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut dengan Polindes adalah suatu
tempat yang dapat didirikan oleh masyarakat di Desa atas dasar musyawarah
sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat Desa untuk
memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana
(KB), pengembangan dari Polindes disebut Poskesdes (Pos Kesehatan Desa).
Kendaraan Puskesmas Keliling adalah sarana transportasi yang digunakan untuk
pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas di wilayah kerjanya, dapat berupa
kendaraan roda dua, roda empat maupun sarana transportasi lainnya.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan
rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau
pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
Pelayanan Home Care adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang diberikan di
rumah terhadap pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar
rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis.
Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis
dan terapi yang antara lain dapat berupa pelayanan pathologi klinik, pathologi
anatomi, mikrobiologi, radio diagnostik, elektromedik, endoscopy, farmasi, gizi dan
tindakan medik atau pelayanan penunjang lainnya.

Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasionale, wicara,
ortotik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya.

Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikoterapi, bimbingan sosial medik
dan jasa psikologi lainnya.

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya
penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit
gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah
sakit.

Pelayanan Konsultasi Khusus dan atau Tindakan Khusus adalah pelayanan yang
diberikan dalam bentuk konsultasi dan atau tindakan khusus seperti konsultasi
dan atau tindakan psikologis, konsultasi dan atau tindakan psikiatri, konsultasi gizi
dan konsultasi lainnya.

Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan, dan
berkaitan dengan kepentingan hukum.

Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk
mencari sebab kesakitan, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga
medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico
legal/penegakan hukum.

Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan meliputi perawatan jenazah,
penyimpanan jenazah, konservasi jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya
terhadap jenazah.

Ruang Khusus adalah ruang perawatan yang memerlukan peralatan dan
observasi, atau isolasi khusus.

Non Bangsal adalah Ruang perawatan yang ditempati oleh 1 (satu) sampai dengan
2 (dua) pasien.
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Bangsal adalah Ruang perawatan yang ditempati oleh lebih dari 2 (dua) pasien.
Tindakan Medik Operatif Ringan adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan
di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus bisa/tidak menggunakan
pembiusan lokal.

Tindakan Medik Operatif Sedang Biasa adalah tindakan medis yang dapat
dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus dan
menggunakan pembiusan lokal.

Tindakan Medik Operatif Sedang dengan Penyulit adalah tindakan medis yang
dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus dan
menggunakan pembiusan lokal tetapi disertai kasus lain.

Tindakan Medik Operatif Besar Biasa adalah tindakan medis yang dapat
dilaksanakan di Puskesmas, yang memerlukan persiapan khusus dan
menggunakan pembiusan regional.

Tindakan Medik Operatif Besar dengan Penyulit adalah tindakan medis dengan
penyulit yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, yang memerlukan persiapan
khusus dan menggunakan pembiusan regional atau umum.

Perawatan Jenazah Biasa adalah perawatan yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan mulai dari pemberesan peralatan, penutupan lubang-lubang, pengikatan
atau pengaturan posisi tubuh, pembersihan tubuh tanpa memandikan.

Perawatan Jenazah Khusus adalah perawatan yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan mulai dari pemberesan peralatan, penutupan lubang-lubang, pengikatan
atau pengaturan posisi tubuh, pembersihan tubuh sampai dengan memandikan
dan pembungkusan.

Poliklinik Khusus adalah pelayanan VIP (dengan perjanjian).

Konsultasi On Call adalah konsultasi yang dilakukan di dalam dan di luar jam kerja
melalui telepon (dokter spesialis memberi jawaban tetapi tidak memeriksa pasien
secara langsung).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat.

Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke
tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu.

Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah.

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor
lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara
Indonesia.
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Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas
pelaporan Peristiwva Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas
atau surat keterangan kependudukan.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi
Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang
dalam register pencatatan sipil pada Dinas.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk
tinggal di wilayah Daerah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk
tinggal menetap di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah
sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat
Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.

Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan
pemakaman jenazah yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah milik Pemerintah Daerah
yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola oleh Badan
Sosial dan atau Badan Keagamaan.

Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan
pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa
saat dan ditinggalkan pengemudinya.
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Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau halaman
pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-
tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan
dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang
tidak bersifat sementara.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau
air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau
memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan
teknis dan laik jalan;

Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah
dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uiji.

Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan,
ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan
peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan
kendaraan bermotor.

Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus
dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran
udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang
yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan
bermotor penariknya.

Penguji Kendaraan Bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan
legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan, atau kendaraan khusus.

Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat
maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut
rancangannya.

Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang
beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat
duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya
lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
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Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 dengan atau tanpa rumah-
rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda
tiga tanpa rumah-rumah.

Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang
yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik
oleh kendaraan bermotor.

Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk
melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar,
pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, dengan tempat usaha
berupa toko, kios, bedak, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang
dimiliki/dikelola dengan Hak Pemakaian Pasar.

Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah
Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di
dalam pasar dan dilingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan
barang dagangan.

Toko adalah Bangunan di Pasar yang menghadap keluar, beratap dan di pisahkan
satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai
dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

Bedak adalah bangunan yang berada di dalam Pasar yang beratap dan di
pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai
sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan
memanjang tanpa dilengkapi dinding.

Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi,
jumlah pedagang, luas areal pasar, potensi dan sistem arus barang dan orang baik
didalam maupun diluar.

Pasar Kelas | adalah Pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 20.000.000,00 setiap
bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang
setiap hari mulai jam 04.00 s/d 20.00 WIB.

Pasar Kelas Il adalah Pasar dengan Pendapatan rata-rata Rp. 9.000.000,00 setiap
bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang
setiap hari dari jam 04.00 s/d 16.00 WIB.

Pasar Kelas Ill adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 3.000.000,00 setiap
bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang
setiap hari dari jam 04.00 s/d 12.00 WIB.

Pasar Kelas IV adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 500.000,00 setiap
bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang
setiap hari dari jam 04.00 s/d 09.00 WIB.

Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak seperti
lembu, kerbau, kambing dan Domba.

Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan pada acara-acara tertentu
dan penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah
Daerah.
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Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan
perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan
tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada
tempat-tempat seperti pelataran, dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh
pemerintah Kabupaten Malang.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang
melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka
dan/atau tertutup, sebagaimana fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan
bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pedagang non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat- tempat yang
dimiliki dan/atau di kuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan.

Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia
yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada
suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Peta potensi dan informasi kewilayahan adalah peta potensi dan informasi
kewilayahan Kabupaten Malang sebagai hasil dari pengindraan jarak jauh dengan
melalui citra satelit.

Pengganti biaya cetak/Edit adalah biaya yang dipungut atas dasar cetak peta
potensi dan informasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-
metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan tehnik dan
peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan
umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan
kemetrologian.

Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan
pengawasan terhadap tanda tera/tera ulang dan penggunaan UTTP serta Barang
Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) oleh masyarakat.

Reparatir adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai sertifikat dan
ijin untuk memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang
tidak memenuhi syarat.

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP
adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera
ulang.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah
barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk
mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya
dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan
barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-
ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
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Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan
perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen
yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau
pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan
untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas.
Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas
atau penakaran.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa
atau penimbangan.

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai
perlengkapan atau tambahan pada Alat-alat Ukur, Takar atau Timbang yang
menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang
berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda
tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan
pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
yang belum dipakai.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera
batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah
atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak
melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Penjustiran adalah pencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan
agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera
ulang.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
kehidupannya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan
khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan
telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan
keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara Bersama
adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh
Penyelenggara Telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi Khusus yang selanjutnya disebut Menara Khusus adalah
menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi
khusus.



122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

17

Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB
Menara adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin Gangguan Menara Telekomunikasi adalah Izin Gangguan (HO) yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan paraturan perundang-
undangan.

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama
dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan
masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata
sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan
jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang

terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Jasa Umum meliputi:

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya;
Retribusi Pelayanan Persampahan,;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah;

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum,;

Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

S@ ™0 o0 T QO

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB Il
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DAN
PUSKESMAS BESERTA JARINGANNYA
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta
jaringannya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta
jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan” Kepanjen dan Rumah Sakit Umum Daerah
Lawang, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan
Desa, Pondok Bersalin Desa, Poliklinik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan
Puskesmas beserta jaringannya adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
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Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta
jaringannya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan atau memanfaatkan
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kesehatan, jenis
pelayanan, kelas perawatan (untuk Puskesmas yang ada rawat inap), jarak tempuh
(untuk mobil ambulance dan mobil jenazah) dan lama waktu pendidikan (untuk diklat).

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA, IB, Il dan lll dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 8

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan frekuensi
penggunaan jasa dari setiap jenis pelayanan tersebut.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam
pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.
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Pasal 10

(1) Objek  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan
sementara;
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara
ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum
lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Orang Pribadi atau
Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dengan menitikberatkan
pada faktor-faktor lokasi, guna, nilai jual dan tingkat pencemaran terhadap lingkungan,
volume, frekuensi, ritasi dan jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
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BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 16

(1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil adalah pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta
catatan sipil.

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan:

1)
2)
3)

Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Kartu Keluarga (KK);
Surat Keterangan Kependudukan.

b. Pelayanan Akta Catatan Sipil:

1)

0 N O O b WN

)
)
)
)
)
)
)
)
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Kelahiran;

Perkawinan;

Perceraian;

Kematian;

Pengakuan anak;

Pengesahan anak;

Pengangkatan anak;

Pencatatan perubahan nama;

Pelaporan dan penerbitan tanda bukti mengenai kelahiran, perceraian dan
kematian yang terjadi di luar negeri.

Pasal 17

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan
administrasi kependudukan.
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Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 20

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan penyelenggaraan
administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah dipungut Retribusi atas setiap
orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemakaman (sewa lahan/tempat
pemakaman jenazah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22
(1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah meliputi pelayanan :

a. Penguburan/pemakaman ;
b. Sewa tempat pemakaman jenazah.
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(2) Tidak termasuk Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah adalah :
a. Pemakaman jenazah secara masal ;
b. Pemakaman jenazah oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang
bertanggung jawab ;
c. Pemakaman Jenazah karena mendapat dispensasi dari Kepala Daerah.
(3) Ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah adalah ahli waris atau orang yang

bertanggung jawab terhadap Jenazah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah luas lahan yang digunakan bagi
pemakaman jenazah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 25
(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 26

Masa retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.
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BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi

sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 28

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap orang pribdai atau
badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu

pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini



25

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 32

Masa retribusi adalah saat diberikan stiker atau karcis.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 34

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar terdiri dari:
a. pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Umum yang ada di pasar milik/dikelola
Pemerintah Daerah;
b. Pasar hewan.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan
pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, kelas pasar, luas
pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekuensi pemakaian fasilitas.
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Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 38
Masa retribusi adalah jangka waktu berdasarkan lamanya pemakaian.
BAB IX
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retrisbusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 40

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan
bermotor waijib uji.

Pasal 41

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang
menerima jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian dan jenis kendaraan.
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Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan
pengujian kendaraan.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 44

Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima

Kendaraan Tidak Lulus Uji

Pasal 45

(1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta
dinyatakan tidak lulus uji, penguji memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan
yang harus dipenuhi dan diberi jangka waktu 2 x 24 jam.

(2) Kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dapat memenuhi
perbaikan-perbaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka pengujian ulang diberlakukan sebagai pemohon baru.

BAB X
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas penggantian biaya cetak peta.
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Pasal 47

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang
memanfaatkan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis cetakan, ukuran kertas, skala dan
frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 51
Masa retribusi adalah jangka waktu penyediaan cetak peta.
BAB XI
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan
tera/tera ulang.
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Pasal 53

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian tera/tera ulang
meliputi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang
dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang
mendapatkan jasa pelayanan tera/tera ulang dan alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya (UTTP) serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas dan
peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 56
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan penggunaan jasa dan
jenis, kapasitas serta peralatan yang digunakan.
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 57

Masa retribusi adalah mengikuti masa berlaku tanda tera yang sah.
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BAB XIlI
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 59

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk
menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan
kepentingan umum.

Pasal 60

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan
usaha yang memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang
digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara
Telekomunikasi dengan rumusan Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara adalah
sebagai berikut :

Retribusi Pengendalian Menara = ( % RPM x NJOP ) x IL

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xll dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
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Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 63
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

BAB Xl
RETRIBUSI

Bagian Pertama
Golongan Retribusi

Pasal 64

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan retribusi
jasa umum.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 65

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Retribusi  Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan
pengadministrasian.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Saat Retribusi Terutang

Pasal 66

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau
diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan
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Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan

Pasal 67

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 68

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 69

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai sebagian kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 70

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
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(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 71

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 72

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan

sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan dan

Pembebasan Retribusi

Pasal 73

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi;
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
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Bagian Ketujuh
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 74

(1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya
SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

(3) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 75

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan terhadap waijib Retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau
kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 76

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 77

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 78

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 79

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVl
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 80

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian Kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 81

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
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BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua jenis Retribusi Jasa Umum
yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang sebelum
Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2) Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan teknis, tata cara, prosedur,
persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan
Retribusi Jasa Umum sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau

tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah, Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemakaman
Jenazah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan
dan Pengelolaan Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2003
tentang Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Tempat Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas), Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sepanjang yang mengatur tentang tarif

retribusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.
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Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MALANG,
ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 2/C



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan hal tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan
kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu
perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat,
seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-
Undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada
Undang-Undang.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif
kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar
pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi
dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan
pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan
pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah,
dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan
kebutuhan pengeluaran tersebut.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah
Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan
pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara. Perluasan kewenangan retribusi tersebut
dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.
Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum perlu
disesuaikan.



Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum meliputi:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta
jaringannya;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan

Sipil;

Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah;

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum,;

Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Se ~o o

j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat
digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.



Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.



Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.



Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.



Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.
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